
3. Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Pe,undang-undangan (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82: Tarnbahan Lemi>aia11 Negara 

Nomor 5234) 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentans Penmtrongan 

Keuangan Antara t'emerimah Pusat dan Oaeran (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438), 

· 1 Undaog-Undar.g Nomor 14 Tahun 1950 tentang Fembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Baral 

(Senta Negara ':'ahun 1950). 

Mengingat 

b. bahwa berdasali<an pertimt,angan sebagaimana d:maksud pada 

hurur a dr alas, maka penyesuaiannya terseout pertu dJ!etapkan 

kembali melafu; Peraturan Bupat,. 

a. bahwa da!am rangka opbmafisasi pelaksanaan Tugas P<>kok dan 

Fungsi oaca Dinas Perindus!rian, Perdagangan dan Pasar 

Kabupaten Bekasi. yang semula telah dftet~pka~ Melalui 

Pcraturan Bupati 8el.asi Nemer 59 Tahun 2014. dalam 
pelaksanaannya pertu ditinjau dan disesuaikan. 

Menin,bang 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl BEKASI NOMOR 59 TAHUN 2014 
TENTANG ORGANlSASI DAN TATA KERJA 

DINAS PERINDUSTRII\N, PERDAGANGAN DAN PASAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR 

PERATURAN BUPATI BEKAS: 



Beberapa ketentuar. dalam P~raturan Bupati Bel<as1 Nomor 59 Tahon 2014 teotang 

Organisasi dan Tata Kerja Oinas Penndustrian, Perdagangan dan Pasar (Lembaran 

Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor ;9 , a:ubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA OINAS PERINOUSTRIAN, 

PEROAGANGAN DAN PASAR 

Menetapkan 

MEMUTUSKI\N 

9. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekas, Nomor 8 T ahun 2014 tentang 

Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi {lembaran 

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 8). 

8. Peratutan Oaerah Kabupaten Seka~, Nomor € T ahun 2008 tentang 

Urusan Pemenntahan Kabupaten Bekasi {lcmbaran Daerah 

Kabupateo Bekasi Tahun 2008 Nomor 6): 

7. Peraturan Pemerintah Noma, 41 Tahun 2007 tentang Organis3$i 

Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republ:k lnd~a Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republil< lndonesia 

Nomor4741), 

1 

6. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerir.lahM Oaerah 
Provins,. dan Pemerinl1han Oaerah Kabup2ten/Kota (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nome, 62. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4737}: 

5. Undang-Unda:19 Nomor 23 Tahun 2014 1entang Pemerir,tahan 

Oaerah {Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Nega;a Nomor 5587): 

1$ LJr,,,jang.lJnoo,,"'lg Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apara:ur Sipil 

Nega;a {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambanan Lembaran Negara Nomor 5494); 



1. Fasilitasi dan pengawasan tert.adap penerapan standar yang akan 
d1kembangkan di Kabupaten Bekas, 

2 Ketjasama bidang standansasi tingkat Kabupaten Bekasi 

G. Standarisasi 

2. Fasilitasi pemanfaatan has•I penelitian. pengembangan dan pene'3pa:, 

teknologi di bidang indust,i. 

3 Sosialisasi hasil penelitran pengembangan dan penerapan leknologi d1 !>Klang 
industri. 

1. Pelaksanaan penelitian. pelllJembangan dan penerapan teknologi di llidang 

industn dt Kabupa!en Bekasi. 

F. Teknologi 

1. Promosi produk industri Kabupaten Bekasi. 

1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM 

di Kabupaten Bekasi. 

C Perlindungan Usaha lndustri 

Pemberian perfindusgan kepastlan berusaha terhadap usaha indus1ri di 

kabupaten Bekasi. 

D. Perencanaan dan Program 

1. Penyusunan rencaoa 1angka panjang pembangunan mdustri Kabupaten 

6ekas1 

2 Penyusunan RPJM SKPD Kabupaten Bekasi di bida,,g industri 

3. Penyusunan rencana kerja Kabupaten Bekasi di bidang mdustri, 

E Pemasaran 

1. Penetapan bidar,g usaha industri ;:>rioritas kabupate.n. 

B. Fasilitas Usaha 1ridustri 

A usana lndustri 

Dalam menyelenggarakan pelaksanan tugas, Oinas mempunyai kewenangan: 
Perindustrian 

Pasal 2 

1 Ketentuan Pasal 2 hurul I a,hapus Sehbgga Pasaf 2 berburryi . 

1 

1 



1. Pengumpulan, anansis ean diseniinasi data bidang uiduslrr bngi<at 

kabupaten dan pelaporan kepada provinsi. 

N lnformasi lndust.ri 

1. Penyusunan tata ruang kabupaten dalam rangka pengembangan pusat­ 

pusat industn yang tenntegra-s, serta koordinast da!am penyecHaa.n sarana 
dan prasarana Ualan. air, tisrrik, te!epon, unn pengolahan Umbah IKM) 

untuk industri ya:19 mengacu pada tata ruang regional (pro•,ins,). 

rvt. Ssrana dan Prasarana 

2 Pernbentukan dan pembinaan unit pelal<sana teknis tingkal Kabupaten 

Bekasi. 

1 Pembmaan asosiasi mdustn/dewan tingkat Kabupaten Bekasi, 

L Kelembagaan 

3 Pelaksanaao hasil-hasil kerjasama luar negeri. kerjasama lintas sektoraJ 

dan regional untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Bel<asi. 

2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemttraan usaha 
di Kabupaten Bekasi. 

1. Fasilitasi kemitraan antara industri kedl, menengah dan industri besar 
serta sektor ekonomi lainnya di Kabupalen Bekasi. 

K Keqasama lndustri 

2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang c:,akibatl<an keg.iatan 
industri d1 Kabupaten 8ekas1. 

1 

1. Pembinaan industn dalam rangka pencega: ~ penoemaran lingkungan 

yang diakibatkan o!eh mduetri bngkat Kabupaten Bekasi 

J. Lingkungan Hidup 

01hapus, 

1 Penerapao standar kompetens, SOM 1ndustri dan aparatur p,ambina mduslri di 

Kabupaten Bekasi 

2. Peraksanaan diklat SOM industn dan aparatur pembina industri di Kal>upaten 

Be,asi 



12. Evaluas1 implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

11. Koordinasi oar. kerjasama dengan instansi terkatt skata kab~paten dalam 
penyelenggaraan per1indungan konsernen. 

10. Pendaftaran dan p,,ngembangan LPKSM. 

. 
9. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepeda pemerintah 

berkoordinas, dengan provmsi dan fasil~asi operasionai BPSK 

8 Pembinaan dan Pemberdayaan M.otivator dan Mediator Pertindungan 
Konsumen skata kabupaten . 

7. Palayanan dan penanganan penyetesajan sengketa konsurnen skaJa 

kabupaten. 

6 Sosialisasr, mfcrrnas: dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 

5. Pembinaan penyeienggaraan perlindungan koosumen di K.:bupaten 

Bekasi 

4. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegtatan 
peningkatan penggunaan produksi da!am negen skata kabupaten. 

J. Penyelenggaraan. pembinaan dan pengawasan. monitoring da.1 evaiuasi 
kegia1an mforrnasi pasar dan stabdisasr harg.a d1 Kabupaten Bekasa 

2 Oukungan pelaksanaan. pembinaan dan pengawasan. mon~oring dan 
evaluasi kegiatan poroagangan di daerah perbatasan, pedatarnan, 
terpencil <Ian putau tenear di kabupaten. 

1. Pengawasan. pelaporan pelaksanaan dan penyelenggara3n serta 
penyajian mformasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala 

kabupaten 

A. Sub Bidang Per<Jagangan Datam Negeri 

II. Bidang Perdagangan 

p Monitoring, Evaluas1, dan Pelaporan 

1 Monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang perindustnan di Kabupaten Bekasi. 

1 Pengawasan ,emad;.p pelaksanaan tugas desentralisasi bidang iodll$tri 
tlng<at Kabupaten Bekasi 

O PengaWasan ll'dusif, 

I 

l 



1 Penyed1aan banan masukan sebagai bahan pertimbangan perum~san 
kebijakan bidang ekspor. 

C Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri 

8 Pengawasan dan penyi<Jikan tindak pidana UUML. 

7. Pembinaan operassonal reparatir UTTP, 

6. Petaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP. BOKT dan SI. 

5. Fasilitas, penyelenggaraan kerfasama metrologi legal skala kabupaten. 

4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui pen,laian standar 
ukuran dan laboratorium metrolngi legal oleh pernenntah, 

3. Fasilitas, standar u~uran dan laboratoriu:n metrolog, legal - 
2. Fasil1tasi dan pembinaan serta peagendaG .... ; SOM metrc'ogi skala 

kabupaten. 

1 Fasilitasi dan petaksanaan kegialan metrologi legal setetan mempetofeh 
penilaian dari pemenntah yang didasarkan rekomendasi provmsi, 

B. Sub Sidang Metrologi Legal 

21. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perda<Jangan dan 
penyusunan potensi usaha o; sektot perdagangan skala kabupalen. 

20 Pembinaan dan pembardayaan PP NS-WOP skala kabupa!en/ kola. 

19 Penyelenggoraan. pelaporan dan rekomendasi atas pendaftarru, ;,etunjok 
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia 
bagi produk teknofogi informasi dan elekfronika skata kabupaten. 

18. Pembinaan dan pemberdavaan PPNS-PK skala kabupaten. 

17. Pembinaan dan pemberdayaan PPSJ skala kabupaten. 

1 s. sosialisasi kebijakan pengav.asan barang beredar dar. 1asa Skala 
kabupaten. 

14 Penga.wasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum ~la 
kabupaten. 

15 Koordinasi pelaksanaar. pengawasan barenn beredar dan jasa ska.la 
kabupaten 

13 Pel;!><sanaan •e~oakan pedoman, petunjuk pelaksanaanlpe!unjuk teknis 
pengawasan barang berecar dan jasa. 



1 Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan 

internasional, 

0. Sub Bidang Ketjasama Perdagangan lnternasionat 

18. Fasilitasi pernberian b1mbingan tekrus dan evaluasi di bldang perdagangan 

tuar negeri. 

17 Sosialisasi. monitormq dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan 

skala kabupaten. 

16. Penyediaan bahan masukan dalam rar.gka penetapan l(esepakatan dalam 

sidang komod!tl mtemasional. 

15. Penyediaan bahan masukan. sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan 

monitoring dan pelaporan. penyediaan informas, potensi ekspor daerah 

sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 
1 

14 Sosiatisasi kebijakan dan pelaporan penerbilan API. 

13. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 

12 Sosialisasi. pensrbltan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal 
baraog di tingkat kabupaten yang d~unjuk. 

11. Penyediaan bahan mas1.1kan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA 

dan penelusuran asal barang. 

9. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan okm lembaga u~ 
inspeksi teknis. sertifi~asi yang terakredilasi dt. •• :eregis:rasi. 

10 Penilaian dan pelaporan angka kredij PMB tingkat kabepaten, 
1 

8 Penqarnbuan conton yang dil2kukan oleh PPC yang teregistrasi; 

7. Penqarnbilan contoh pengujjan. inspeksi teknis dan scrufil<asi mutu 

barang mehputi: 

3 Monitoring dan petaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor, 

4, Penyediaan bahan masukan untuk perumcsan kebijakan bidang unpor. 

s. Penyediaan bahan rnasukan sebagai bahan pertimbanga~ peremusan 

kebijal<an b1dan9 imper. 

6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan b1dang impor skala kabupaten. 

2 Koord,oas, dan sos1alisas1 kebijakan bidang ekspor skala kabtipaten 



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebag3imana dimaksud pada Ayat (1), Seksl 
lndustri logam. Mesin, Etektronika dan Aneka lndustri mernpunyai fungsi : 
a. Peren-canaan i<.egiatan urusan indus1ri logam. mesin, e:ei<tronik dan aneka 

industri; 
b. Peiaksanaan urusan mdustn logam. mesin, elektronik dan aneka ifli:t:.ts.tri; 

c Pembagian petaKsanaan tugas urus·:-.. industri logam. mesin, e!e5dronik dan 

aneka ,ndustri; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang dibenkaa oleh a\asan sesuai dengan togas dan 

fungsinya. 

(1) Seksi lndustri Logam Mes•n, Elektronika dan Aneka tndustri mempunyai tugas 
pokok merencanakao keg1atan, metaksonakan. membagi :ugas dan mengontrol 

urusan industn togam, mesin, etektroniv. dan aneka irrdustri. 

I 
Pasal 19 

2. Ketentuan Pasal 19 aya, (2) huruf a dan hurur c diubah, sehingga Pasal 19 ayot (2) 

huruf a dan huruf c berbuny, : 

3. Pembinaan. pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap 

penyelenggaraan dan pelaku passr lelang skata kabupaten 

2 Pembinaan komoditas dalam rang<a memperoleh akses pembiayaan :esi 

gudang. 

• 

E Sub Bidang Pengembangan Ekspor Nasional 

1. Penye<liaan baoan kebijal<an pengembangan ekspor ska!a kabupaten. 

2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skate kabupaten. 

F. Sub Bidang Perdagangan Berjangka Komodiji. Alternatif Pem!>iayaan Sis1ern 

Resi Gudang dan Pasar Lelang 

, . Koordinasi dengan aparat penegak hukurn dalam peoanganan kasus­ 

kasus yang berkailan dengan oerdagangan berjangka komodin. - 

4. dan sosialisas, dumping. subsid1, dan safeguard. 

3 Morntonng 

2 Mor ionng dan sos,a.,sas. has•l-hasil kesepakatan ketjasama peroagangan 

b1late"al 



i. mengh,mpun. menganalrsa bahan-bahan penetapan bidang usaha rndustri 
dan kawasan benkat, yang rr.enyangkut urusan perindustrian bidang 
garapan lndustn Logam, Mesin, Elektronik dan fu,eka lndustri ; 

h. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan perizinan yang 
be.kaitan dengan urusan perindustrian bidang garapan lndustri Logam, 

Mesin, Elektronik dan Aneka meliputi tanda daftar industri dan IUI skala 
investasi Sid Rp 10 mlliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha, Serita acara peme<iksaan dalam rangka peoe;t,itan IUI oleh 
pemerintah dan provinsi, lzin csana kawasan industri \'ang lokasinya: 

g. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ool<tJmen Pelaksanaan 
Anggaran (OPA) Seks, lndustri Logam, Mesin. Elektronil<a dan Al!eka 

- lndustrf 

1 

r menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRAJ dan 
rencana k,nerja (RENJA) Seksi lndustri Logam, llllesin, EJektron;J<a dan 
Aneka lndustri, 

e. menyrapkan bahan-bahan .LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati; 

d. mengumpulkan banao-banan LPPO tahunan dar. LPPD lima taht.nan 
Seksi lndustri Logam. Mesin, Elektronika dan Aneka lndustri sebagai bahan 
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMD sesuai bidar,s tugasnya 
sebagai bahan penyusunan RPJf'D dan RPJMO Kabupaten: 

1 

b menyiapkan bsnan rencana strategis dan rencana ke~a Seksi lnduslri 
logam, Mesin, Elektronika dan Aneka lndustri; 

Seksi lndustri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka lnduslri d.,impin oJ.;,h seorang 

K(:pala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegia~an dan anggaran Sek.si lndustri Logarr., Mesin, 
Elektronika dan Aneka lndustl'i: 

Pasal20 

3 a ketentuan PasaJ 20 l>uruf a huruf b nuruf f, huruf g, huruf i, huruf j. huruf k, hur.,f 
m~n.hurufph~Q~ruf~~~hurufu,h~~-~-~ 
huruf z huruf aa , '1uruf ac dan huruf af, diubah, 

b. ketentusn huruf I. huruf o dan huruf x dihapus. sehingga Pasal 20 berbunyi: 



u. melakuxan bimbingan teknologi dan pengawasan mutu p,ccuksi, 

d1versifikasi prodek dan inovasi teknologi industri logam. mesin, elektronik 
dan aneka industri. 

t menghimpun bahan-banan dan melaksanakan peaelitian. pengembangan 
dan penerapan teknologi v.ang =nyangkut bidang garapan lndustn Logam, 
Mes,n, Elektronik dan Aneka; 

melaksanakan inforrnasi teknolog,. pemasaran, pemakaian hak kekayaan 
intelektual (HAKIJ dan sumber daya manus,a yang menyangkut t:>idang 
garapan lndustri logam, Mesin, Elekironik dan Alleka industri • 

s. 

. 
dan Aneka indus~n , 

melaksanakan pe:11berian perlmdungan kepastian berusaha terhadap L<saha 
industn yang menyangkut bidang garapan lndusln Logam, Mesin. Eleklronik 

( 

p melaksanakan pembinaan pejabat fungsienal penyu:uh peri!ldustrian dalam 
pengBmbangan sektor penndustrian yang =nyangkut bidang garapan 
lndustri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri; 

Q menyusun bahan-bahan da!am rangka pemtierian perllnd""9an ~astian 
berusaha ternadap usaha industri yang menyangkut bidang garapan ln~ustri 
Log~m. Mesin Elektronik dan Aneka industri : 

o d1hapus; 

n metaksanakan fas,litasi usaha dalam rangk3 pengembangan indust'i di 
kabupaten yang menyangkut urusan perinduslrian bidang garapan lndustri 
toqam, Mesin. Ele•Jromk dan Aneka mdustri, 

dihapus: 

m. menyusun bahan-bahan pembinaan pejabat fun9sional penyutuh 

perindustrian dalam pengembangan sektor perinduslrian yang menyangkut 
urusan perindustrian biaang garapan lndustri Logam. Mesin, ElektP>nik da.n 
Aneka lndestrl; 

k menyusun bahan-bahan fasilrtasi usaha dalam rangka pengembangan IKM 

d, kabupaten yang menyangkut .urusan perindustrian bidang garapan 
lndusln Log am, Mesin. Elektronik dan Aneka lnduslri. 

m;,lal<sana~an ~as, penetapan bidang usaha industri dan Kawasan Be<ikat 
yang menyangkut urusar perilldustrian bidang garapan tndustri Logam. 
Mesin, E!ektramk dan Aneka lndustri : 

- 



ii metaksanakan evaruasi tuaas dan m~nninvont'!trre~d _...,_,.__,..L,.,i,...,_ 4: 

hh memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada 
atasan; 

gg mempelajan. memahami dan metaksanakan peraturan perundang­ 
undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang IU;Jasnya 
sebagai pedoman datam pelaksanaan tugas; 

ff. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi 
lndustri Logam, Mesin, E!ektronika Jan Aneka lndustri : 

ee. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

dd menyusun bahan laporan akuntabililas ketja; 

bb. melaksanakan koordinasf dengan S'.lksi 13in; 

cc. menghimpun. mengolah dan menqanausa data serta penyaj'.an data hasil 
keg,atan Seks, lndusui Logam. Mesin, Elektronika dan Aneka lndusln ; 

aa menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang in<!ustri 
dan bahan-banan petaporan kepada provinsi serta potensVprofil seklor 
pe,nnduslrian dan perdagangan yang menyangkul bldang garapan lndustn 
Logam, Mes,n, Elektronik dan Aneka induslri; 

z. menyusun bahan-bahan' dan melaksanakan pembinaan asosiasi 
ind;,stri/dewan tingkat kabupaten, dan koordinasi penyed,aan sarana dan 
prasarana (ialan. air, listrik, telepon, un~ pengolahan limbah indusln1 untuk 
industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsQ yang menyangkut 
bidang garapan lndustri Logam, Mesm, Eleklronik dan Anel<..a industri ; 

y. menghimpun bahao-bahon dat, melaksanakan ketja sama pengembar,gan 
industri melalui pola kemitraan usaha antara industri dan indust:ri bosar 
serta sektor ekonomi lainnya, kerja sarna luar negeri, llntas se.ktorai dan 

regional yang m""yangkut bidang garapan lndustri Logam. Mesin, 
Elektronik dsn Aneka mduslri : 

x drhapus · 

Logam Mesin. Elektronik dan Aneka industri : 

w 

v menghrnpun tahan,baha1 sostaltsasi dan metassanaxan sosiatsasi hasil 
p,,--nei,uan pengembangan dan penerapan teknologi di bitlang indtistri yang 
menyangkut b1dang garapan lndustri Logam, Mesin, Ele~1ronil< dar. Anei<a 
mdustn : 

metaksanaxan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SOM industri 
dan aparatur pembina industri yang menyangkut bidang garapan lnduslri 



/G HASANAH YASIN 
a 

). - 

O,tetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 6 Ol5'<>lw! 2015 

)"BUPATI BEKASltf' 

Agar setiap orang meogeiahu,nya, memerintahkan pe.ngundanga.n Peraturan ini deng.an 

penempatannya dalam Serita O~erah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan ini mula, berlaku pada :aoggal diundangkan 

· Pasal!I 

nn melaksanakan cugas kedinasan lainnya yang diberikan o!eh atasan, 

ll meoilai has,I kerJ" bawahan secara be,jenjang untuk bahan 

mengembangkan karier, 

mm, melaporl<.ao hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

kepada bawahan agar kk membimbmg atau memberikan petunjuk 
pelaksanaan rugas dapat berjalan lancar; 

JI membag, tugas kepada bawahan untuk kelancaran pe!aksanaan tugas 
sesuar dengan ketentuan yang t>erl.aku; 

ngn•p tu9aS."'lya sena rnencari a!tem~bf pemecahannya: 


